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HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND
POLITIC RIGHTS (ICCPR) DAN UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG

HAM

A. Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights
(ICCPR)
1. Ketentuan Hukuman Mati Dalam Internasional Coven@ntil And
Politic Rights (ICCPR)

Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai beniligntan
yang kejam dan tidak manusiawi, di samping melanggaal 3 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusi&tiversal Declaration of Human Rights

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR
(Universal Declaration of Human Rights
Pasal 3 Deklarasi Universal:

Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, keskaath dan
keselamatan seseorang.

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayanlRahsal 7
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Polifikternational
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPRekaligus dikuatkan lagi

oleh Protocol Opsional Kedu&é&cond optional Protocphtas perjanjian

! Abdul Jalil SalamPolemik Hukuman Mati di Indonesidakarta: Badan Litbang dan
Diklat KEMENAG RI. 2010, him. 11-12.

2, Ahmad KosasihHAM dalam perspektif Islamlakarta: Salemba Diniyah, 2003, him.
68.



Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politikuta 1989 tentang
Penghapusan Hukuman Mati.

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman matiati dalam
sebuah protokol tersendiri.Kovenan Internasionatateg Hak-hak Sipil
dan Politik dan Konvensi Amerika, keduanya membatagkuman mati
pada “kejahatan yang paling berat”.

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanjeh bo
dikenakan oleh sesuatu “keputusan final suatu mblaga yang
berwenang” sesuai dengan undang-undang yangredaaktif *

Bahwa asas ini diulangi untuk hukum pidana dan jtegenuat
sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidaeaandakan bahwa
larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undardgng ditekankan bagi
hukum pidandAsas berlaku surutnpn-retroaktij.Secara asasi, semua
aturan hukum hanya berlaku kedeparogpektif.®

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil @atitik
(KIHSP) atau International Covenant On Civil And lifcal Rights
(ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harusdiilgi oleh hukum

dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengavesang-wenang. Hak

® Ibib, him. 11-12.
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RafikaAditama, 2003, him. 43.

®. BagirmananHukum Positif Indonesia (suatu Kajian TeorifiRjogyakarta: FH UlI,
him. 53.



ini sebenarnya telah tertuang dalam Undang-UndaagaiD1945 terutama

Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (a3aP28H-

Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hakntstandfest(pasal 4
ayat 2), ketika hak istimewa berlaku, juga tidakehomenyimpang dari
jaminan prosedural, dengan demikian eksekusi-ekssekmenurut
pengadilanrsumir dan atawarbitrer dilarang dalam keadaan apapun. Lagi
pula komentar umum dari Komite Hak-hak Asasi Maausenunjukkan
bahwa hak untuk hidup harus ditafsirkan secara, Idaam arti bahwa
negara juga mempunyai kewajiban mengambil tindakaok ‘misalnya’
mencegah kematian anak-anak dan membatalkan oidiiksi, pemilikan
dan pemakaian senjata nullir.

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dalitil, dan
Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia yamgmuat
ketentuan mengenai hak hidupght to life), pasal tersebut memuat
ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukumaein

Pasal 6 Internasional Covenan on Civil Politik d&ualitical Right
(Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

1. Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hithgk ini harus
dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan ns@émyang secara
gegabah boleh dirampas kehidupannya.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukumari, ma
putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatgakegan yang
paling berat, sesuai dengan undang-undang yangakerpada waktu
kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarangtisiketentuan

dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahanmenghukuman
kejahtan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini ehamyleh

' Rhona K.M. Smit DkkHukum Hak Asasi Manusi&ogyakarta: 2008, him. 257.
8 Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Z&p.Cit, him. 130.



dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pendawli yang
berwenang.

Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatamupeahan
suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidattapat hal-

hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negasefa pada
kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunakuskewajiban
yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuanrkes® dari
kovensi tentang pencegahan dan penghukuman kefahata
permusnahan (suku) bangsa.

Seseorang yang telah dihukuma mati harus mempumgii untuk
memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnest
pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapaatddiperikan
dalam segala bab

Hukuman mati tidak boleh dijatunkan untuk kejahatajahatan yang
dilakukan seseorang di bawah umur delapan belasrtaklan tidak
boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hami

Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijeah alasan untuk
menunda atau mencegah penghapusan hukumar! mati.

Pasal 4 Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manu

1.

Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidaga. Hak ini
dilindungi oleh undang-undang, dan pada umumnyari dmat
pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehitlwa dengan
sewenang-wenang.

. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukumain mikuman

ini hanya dapat dekenakan untuk kejahatan-kejahgtang paling
berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yangnggikan oleh
pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undamigig yang
menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan [wabe
dilakukannya kejahatan tersebut.penerapannya tioaleh diperluas
pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukumasekarang ini
tidak berlaku.

Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negaegara yang
telah menghapuskannya.

Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak bhadé&enakan
untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejalmakejahatan
biasa yang terkait.

Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang ysagg pada
waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapamg¢hhun atau di
atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh dibkdkan terhadap
wanita hamil.

Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak umbeknohon
amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yanggkin

% 1bib, him. 294.



diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidalelb dikenakan
selama petisi semacam itu sedang menunggu putdsanpenguasa
yang berwenand’

Hak atas penghidupan dalam instrument tidak dijaseivagai hak
mutlak.Misalnya, menurut Kovenan Eropa, pencabutgawa tidak
bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabiaalputan ini
diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudahafitetn**

2. Pembatasan-Pembatasan Hukuman Mati Dalam Intenss@ovenant
Civil And Politic Rights (ICCPR)

Bagi Negara-negara yang belum menghapuskan hukumadin
pasal 6 ayat (2) ICCPR masih memperbolehkan digénnya
hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanyk kejahatan yang
sangat seriuglfe most serious crimé?

Kejahatan Internasional yang disebut sebagmtefnational
Crimes berkaitan dengan perdamaian dan keamanan masersénilai-
nilai kemanusiaan yang fundamental adalah genokejahatan terhadap
kemanusiaan dan kejahatan per&hg.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2@3Qanhg
Pengadilan HAM, kejahatan atau pelanggaran haki asasusia yang

berat ialah:

a. Genosida

' Ibib, him. 430-431.

'L Ibib, him. 188

12 Todung Mulya Lubis,Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim
Konstitusi,Jakarta: Kompas, 2009, him. 49.

13 Eddy O.S. HiariejPengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadak Asasi
Manusia,t.tp, Erlangga, him. 3.



b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasalf a
adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan makeatuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebkgiampok
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, deragan
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yangatbéerhadap
anggota-anggota kelompok
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akangakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiann
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mehdegahiran di
dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompténtterke
kelompok lain.
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaledach
Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yadagukian sebagai
bagian dan serangan yang meluas atau sistemati§g gietahuinya
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsrhgdap penduduk
sipil,berupa:

Pembunuhan
Pemusnahan

Perbudakan

A

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa



5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebelsdskrirfisecara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketemmiieok
hukum intemasional

6. Penyiksaan

7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secasa, gamaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara

8. Pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu adwrppulan
yang didasari persamaan paham politik, ras, kelaamgsetnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain tedaly diakui secara
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukutermasional

9. Penghilangan orang secara Paksa; atau

10.Kejahatan apartheitf.

B. Hak-hak Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang HAM Dan Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan Di
Indonesia
1. Hak-Hak Yang Diatur Dan Dijamin Dalam Undang-Undaddgmor 39
Tahun 1999
Diantara Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam ugdandang
nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusiahatlalauntuk hidup.
Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap oraagtdrmasuk dalam
kategorinon-derogable right&®
Pasal 9 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa ‘setiapgobeerhak
untukhidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkaraf

kehidupannya’. Pasal 4Undang-Undang Nomor 39 Tal@80 tentang

4 Undang-Undang NO. 26 Tahun 2000 Tentang PengaiifiV
5 Rhona K.M. Smit DkkQp.Cithim. 256-257.



Hak Asasi Manusia menyebutkan:”"Hakhidup,hak untd&k disiksa, hak
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, haladpema, hak untuktidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi darsgreaan di hadapan
hukum, dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hulgang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurdatam keadaan
apapun oleh siapapur®.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidlipddingi
oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia masiean hak hidup
sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadgea pun r{on-
derogable rights Hal ini sejalan dengan ketentuan Internasioraigy
mengatur ketentuan seruPfaMelalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007,
Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendirian bahwk hmlup tidak
bersifat mutlak dan bahwa pemberlakukan hukumanidalam UU
Narkotika No. 27 Tahun 1997 sepanjang yang menyangkcaman
pidana mati tidak melanggar UUD 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hak hidup farsdak
mutlak didasari pada argumen bahwa Instrument rlagonal juga
memuat ketidakmutlakan hak hidup, di antaranya Kawelnternasional
Hak Sipil dan Politik yang mencantumkan ketentuamtang pelaksanaan
hukuman mati, namun dengan pembatasan-pembatasariue

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakukoman

mati tidak menyalahi ketentuan pembatasan dalanekawv Internasional

16 Abdul Jalil SalamQp.Cit, him. 220-221.
17 Ibib, him. 221-221.
18 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.



Hak Sipil dan Politik yang diperuntukkan hanya pddgahatan yang
paling seriusthe most serious crimes / the extra ordinary cjifle
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa fraka most serious
crimes (kejahatan yang paling serius)” haruslah dibacagde frasa
berikutnya, yaitu ih accordance with the law in force at the timetlod
commission of the criméesuai dengan hukum yang berlaku pada saat
kejahatan dilakukan”.Kejahatan-kejahatan yang @diandengan hukuman
mati di Indonesia haruslah dikaitkan dengan hukamgysedang berlaku
terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, baik ndsimaugun internasional.
Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berpendiriamizatidak
ada ketentuan internasional yang dilanggar olehorladia dengan

memberlakukan hukuman mati.

2. Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menkabul
perdebatan di antara yang setuju dan yang tidaikuset

Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanyangidaati,
namun kenyataan yuridis formal pidana mati memaibgndrkan.Ada
beberapapasal di dalam KUHP yang mencantumkan amcgidana
mati?*

A. Pidana Mati Dalam KUHP

19" Abdul Jalil SalamQp.Cit, him. 286.
% Ipib, him. 286-287.
2 Bambang WaluycRidana Dan Pemidanaadakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 12-13.



KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkarpigana mati

atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Niamaksudkan

dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1.

2.

Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil me)sid

Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk Isernaum atau
berperang, jikapermusuhan itu dilakukan atau jedapg)

Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)

Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepgiara-negara
sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)

Pasal 340 (pembunuhan berencana)

Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang
mengakibatkan luka berat atau mati)

Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang
mengakibatkan luka berat atau mati)

Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungangy

mengakibatkan kematiaff.

B. Pidana Mati di luar KUHP

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamnpida

mati bagi pelanggarnyd.Peraturan tersebut antara lain :

1.

Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tgntan

wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan gentan

%2 Andi Hamzah, A. Sumangelip®idana mati di Indonesia di masa lalu , kini dan
masa depanjakarta: Ghalia Indonesia, 1984.him. 18

2 Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islavtolume XX/Edisi
I1/Oktober 2009.him. 53.



memperberat ancaman hukuman terhadap tindak piglang
membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandangipanga

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimasranaksud

dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembara

Negara tahun 1955 No0.27), tindak pidana sepertimigtsud
dalam Peraturan Pemberatasan Korupsi (Peraturan qeersa
Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958)dan tindak palayang
termuat dalam item | dan Il KUHP, dengan mengetattau patut
harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan meragigl
halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu

sesingkat-singkatnya
b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekono
dan politik (Irian Barat) Dihukum dengan hukumamjaea
selama sekurangkurangnyasatutahun dan setinggginyg
dua puluh tahun,atau hukuman penjara seumur hidigu a
hukuman mati.

. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 ngnta

memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pekamomi.
“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menuikan
kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakataka
pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukupesara
sementara selama-lamanya dua puluh tahun hukumadadgang
besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam umgandang
darurat tersebut dalam ayat (1)”
Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberatapa
sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekomodiancam
dengan pidana mati.

. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 taBéi fentang

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, meaiguas

senjata api, amunisi dan bahan peledak diancammadaati”



4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 196&rngn
pemberantasan kegiatan subversi.

1. Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang
dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan gg2at
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seutmdup
atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua pulahyn.

2. Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang
dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidarai,
pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanyadia
puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tigaluh
juta).

5. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentatentkan
pokok tenaga atorit.
“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yangaksud
dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati ataamadpenjara
sementara selama-lamanya lima belas tahun dengalak ti
dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebutadalpasal 35
KUHP”

6. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahu6 tEitang
Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidaatadalam
pasal 23 ayat (4) sebagai berikut:

“Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkai a
mentransit narkotika”

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam derdgmapnati
perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23(8yatebagai
berikut :

“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima,

menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, aden;]
perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”

24 Andi Hamzah, A. Sumangelipdp.Cit him. 21.



7. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 18920
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana p&ioru
menyebutkan

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimakslalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidanati ndapat
dijatuhkan.”

8. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahataerpangan
dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbdigagenai
ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangarataaja
terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUitlP dada
pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atadapa
penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila patan
dimaksud pasal 479 huruf |, pasal 479 m dan pa3al duruf
nitu:

a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,

c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,

d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseoratay
hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidameti
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana pemjar
selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4
tahun 1976%°

No. Undang-undang Pasal
1. | Kitab Undang-undang Hukum Pasal 104, 111 ayat (2),124,
Pidana (KUHP) 140 ayat (3), 340, 365 ayat

(4), 444, 124 bis, 127, 129,
368 ayat (2)

2 | Kitab Undang-undang Hukum PidanaPasal 64, Pasal 65, Pasal 6
Militer (KUHPM) Pasal 68, Pasal 73 Ke -1,Ke
2, Ke-3 dan Ke4, Pasal 74
Ke-1 dan Ke2, Pasal 76 (1),
Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan

N

% 1bib, him.19-22.



Ke-2, Pasal 109 Ke-1dan Ke
2, Pasal 114 ayat (1), Pasal
133 ayat (1) dan (2), Pasal

135 ayat (1) kel dan ke2, ay
(2), Pasal 137 ayat (1) dan
(2), Pasal 138 ayat (1) dan
(2), dan Pasal 142 ayat (2)

UU No 12 Tahun 1951 Tentang
Senjata Api

Pasal 1 ayat (1)

Penetapan Presiden No 5 tahun 19
Tentang Wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dalam
hal memperberat ancaman hukman
terhadap tindak pidana yang
membahayakan pelaksanaan
perlengkapan sandang pangan

S5Pasal 2

Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang
memperberat ancaman hukuman
terhadap tindak pidana ekonomi

Pasal 1 ayat (1) dan (2)

UU No 11/PNPS/1963 Tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi

Pasal 13 ayat (1) dan (2),
Pasal 1 ayat(1)

UU No 31/PNPS/1964 Tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Tenag
Atom

Pasal 23
A

UU No 4 Tahun 1976 Tentang
Perubahan dan Penambahan
Beberapa Pasal dalam KUHP
bertalian dengan Perluasan
Berlakunya Ketentuan Perundang
undangan Pidana Kejahatan
Penerbangan dan Kejahatan terhad
Sarana / Prasarana Penerbangan

Pasal 3, Pasal 479 huruf (k
dan (o)

ap

UU No 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika

Pasal 59 ayat (2)

10

UU No 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika

Pasal 80 ayat (1), (2), (3)
Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3

11

UU No 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Korupsi

Pasal 2 ayat (2)

12

UU No 26 Tahun 2000 Tentang

Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3

Pengadilan HAM

at

N



13

UU No 15 Tahun 2003 Tentang
PemberantasanTindak Pidana
Terorisme

Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16

Penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati sampaiirsaatasih

menimbulkan pro dan kontra,merekaberasalan dengdmagpai argumen

untuk tetap mempertahankan atau dihapuskannya harkumati dalam

perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini penulis menganggap bahwa hukuman rmdati

Indonesia perlu dipertahankan.Namun pelaksanaannmark mati haruslah

diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan larigku dan juga

pemberlakuan hukuman mati didasarkan pada keteimulesnm demi untuk

melindungi hak hidup atau Hak Asasi Manusia itudagn



